=
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011

Menimbang

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 188.34-3619 Tahun 2016,
telah membatalkan beberapa ketentuan dari
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a
karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan
umum, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum;



Mengingat

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);



7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0049), diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.



10.

11.

12.

13.

14.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh
Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.

Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Naimata.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib Retribusi.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
yang memuat ketentuan pidana.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.



2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus dan ditambah huruf e sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
b. dihapus;
c. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

e. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dihapus sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34 -
3619 Tahun 2016 yang telah membatalkan beberapa ketentuan dari
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum.

4. Ketentuan Bab II ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kelima yang

berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 30A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 30B

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan

jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Naimata.

Pasal 30C

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang
bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Jasa Pelayanan

Kesehatan.



Pasal 30D

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa

umumnl.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 30E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan satuan pemakaian, jenis

dan jangka waktu pemakaian pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30F

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya jasa
sarana dan jasa pelayanan.

(3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30G
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Juni 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(4-131/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu
sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah, antara lain berupa
Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan
Daerah yang paling Potensial dan dominan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dalam
rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dan sumber tersebut
antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan,
penyempurnaan dan penambahan jenis dan obyek retribusi, serta
pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber
penerimaan khusus dari sektor Retribusi Jasa Umum, maka perlu
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
atau mengubah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0093



